
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Menimbang

BUPATICIREBON,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang
Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD;

b. bahwa berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nemer 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

( I Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Renja
disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada
Kepala Bappedai untuk diverifikasi, dan setelah
diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

RENCANAKERJA DINASKOMUNIKASIDANINFORMATlKA
KABUPATENCIREBON TAHUN2024

TENTANG

NOMOR 80 TAHUN2023

PERATURANBUPATICIREBON

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional darr/utau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Mengingat
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pernbangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nornor 136);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan
Reformasi Birokrasi Nornor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
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Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan .Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor590);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor210);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor525);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7)



5

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adaIah Bupati Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATlKA KABUPATEN
CIREBON TAHUN2024.

KERJABUPATI RENCANATENTANGPERATURAN

MEMUTUSKAN:

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 ten tang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor 1, Seri D);

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);

23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);

25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023
Nomor 31).

Menetapkan
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14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan
Tahun 2024.

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten.

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cirebon.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten
Cirebon.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan
Tahun 2024.
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mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang
akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan
5 (lima)tahunan.

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek
dari tujuan.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
danj atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan
sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah
tujuan sudah tercapai.

20. Kebijakan pembangunan adalah arahjtindakan yang diambil
oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitasjlayanan kegiatan
dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud,

25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.
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a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Komunikasi
dan Informatika untuk kurun waktu Tahun 2024 yang
mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan

(1) Maksud Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024adalah

Pasa13

BAB III
MAKSUDDANTUJUAN

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari
Renstra Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(2) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai
kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka
menengah daerah (RPJMD)dan Renstra Dinas yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah.

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunanZlayanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPDyang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPDatau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPDyang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.
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Pasal4

(1) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan
Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan
Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD,
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.

BABIV
SISTEMATlKARENJA

a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

b. Menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika Dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Tahun 2024.

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu
Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja perangkat daerah.

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja
impact sasaran, outcome program dan output kegiatan
Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2024 adalah :
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(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renja Tahun 2024.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)meliputi :
a. kebijakan perencanaan Renja;
b. pelaksanaan Renja; dan
c. hasil capaian Renja.

Pasa16

BABVI
PENGENDALIAN,EVALUASIDANPELAPORAN

Pasa15

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 melalui penyusunan
Renja tiap tahunnya.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Renja
melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Tahun 2024.

(3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berpedoman atau
mengacu pada indikator kinerja sasaran, program, kegiatan,
sub kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditentukan
dalam Renja Dinas Tahun 2024.

BABV
PELAKSANAAN

(2) Uraian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan
nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas, program dan Kegiatan.

Bab IVRencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan
Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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(1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran
strategis atau indikator kinerja utama dinas yang tercantum
dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian
realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.

(2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang atau pejabat fungsional
yang setara selaku Pejabat Administrasi mempunyai tanggung
jawab atas pencapaian target outcome program yang
tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja
kunci yang bersifat outcome dan akan dievaluasi capaian
realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap
triwulan.

(3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara yang
ditunjuk sebagai sub koordinator dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas
pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang
tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja
kunei yang bersifat output dan akan dievaluasi capaian
realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat
tiap triwulan.

Pasal 7

(6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas dan
didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi
capaian indikator kinerja output, outcome dan sasaran
strategis Dinas dan kinerja daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala
Bappelitbangda secara berkala.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2)meliputi:
a. Program danjatau kegiatan danjatau sub kegiatan

Pembangunan Daerah;
b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan

Sasaran Pembangunan Daerah;
c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program danj atau

Kegiatan danjatau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK);dan
e. Target dan Capaian Indikator Sustanaible Development

Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
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Pasa19

(1) Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra
Perangkat Daerah.

(2) Penjabaran dari Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi capaian Renstra, tujuan, sa saran dinas, program,
kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang dituangkan
dalam Renja.

(3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan
subkegiatan serta indikator sub kegiatan pada Renja
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BABVII
PENYESUAIANNOMENKLATURPROGRAMKEGIATAN

(1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai
kewajiban menyampaikan laporan realisasi capaian
indikator kinerja dan realisasi keuangan yang tercantum
dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester
maupun akhir tahun.

(2) Laporan realisasi keuangan dan capaian indikator kinerja
secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalaui Kepala
Bappelitbangda.

Pasal8

(4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja
dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui
aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti
pendukungnya.
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HILMYRIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATENCIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAHKABUPATENCIREBON,

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 September 2023

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
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Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1272 ayat (1)ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD
ditetapkan. (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagaibahan penyusunan rancangan RKPD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya rencana strategis
bagi Dinas Komunikasidan InformatikaKabupaten Cirebon dalam mencapai
tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika
KabupatenCirebonberkewajibanmenyusun rencana strategis, DalamUndang­
UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272
ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun reneana strategis
dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
WajibdanJatau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis
kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya
sasaran pembangunan nasional.

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informasi, urusan
statistik dan urusan persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi
dan Informatika. Dengan terbentuknya dinas ini, diharapkan masyarakat
memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya
implementasie-govemment.

BAB I

PENDAHULUAN

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 80 Tahun 2023
Tanggru 27 September 2023
Tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

CirebonTahun 2023
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Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah (RKPD)adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD)adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode (satu) tahun. Berikut bagan alir penyusunan Renja dapat
dilihat pada gambar berikut.

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra PerangkatDaerah
yang berpedomanpada RPJMDdan kemudian menjadi pedoman penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).Dokumen Renstra Perangkat
Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan
perangkat daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan
kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum
diakomodasi dalam RPJMDdapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana
KerjaPemerintahDaerah (RKPD).

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
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SKEMA RPJMD DAN RENSTRA PD DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra dalam sistem perencanaan

pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor10,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndoensiaNomor4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025 (LembaranNegara Republik Indoensia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4700);

5. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (LembaranNegara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor19Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (LembaranNegara Republik Indoensia
Tahun 2016 Nomor251, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembarannegara RepublikIndonesia Nomor4846);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di

satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan
lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka Pemerintah
Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator,
fasilitator dan controller sehingga pengendalian pembangunan kepada
masyarakat tetap terjaga.
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danjatau

dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4698);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018

Nomor 182);

15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentag Satu Data Indonesia

(Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Operangkat Daerah Bidang Komunikasi

dan Informatika;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
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Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 994);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 14Tahun 2011, Seri E.5);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasidi Kabupaten Cirebon
(LembaranDaerah Kabupaten CirebonTahun 2017 Nomor2 Seri E.2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Rencana Tata RuangWilayahKabupaten CirebonTahun 2018-2038.

28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten CirebonKabupaten Cirebon;
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Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visidan misi pemerintah daerah;

2. Menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2024 dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran,
outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan
capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
InformatikaKabupaten CirebonTahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

untuk kurun waktu tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;

30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47

Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2019-2024;

31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data

Kabupaten Cirebon;

33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2022 tentang Pedoman

Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

34. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.36-0rg/2022 tentang Uraian

Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
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Bab V Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan
rencana tindak lanjut.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana KerjaDinas Komunikasidan Informatika tahun 2024 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan , sistematika penulisan Rencana KeIja Dinas Komunikasi dan
InformatikaTahun 2024.

Bab II Hasil Evaluasi RenjaPerangkat Daerah Tahun lalu
Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi
dan Informatika tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis
Kinerja Pelayanan Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD,
Penelaahan Usulan Programdan KegiatanMasyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijaka nasional, tujuan dan
sasaran jangka menengahDinas, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta
Pendanaan IndikatifDinas Komunikasidan InformatikaTahun 2024.



------ ..-----------.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebontahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan
kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target
ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam
Renja DiskominfoKabupaten Cirebon tahun 2022 didasarkan pada Renstra
DiskominfoKabupaten CirebonTahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024,
untuk mengetahui:
1. Realisasi programjkegiatanjsub kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasilj keluaran yang direncanakan;
2. Realisasiprogramjkegiatan sub kegiatanyang telah memenuhi target kinerja

hasiljkeluaran yang direncanakan;
3. Realisasi programjkegiatanjsub kegiatan yang melebihi target kinerja

hasiljkeluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktorpenyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihitarget

kinerja programjkegiatanj sub kegiatan;
5. Implikasiyang timbu1nterhadap target capaian programrenstra Diskominfo;
6. Kebijakanjtindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktorpenyebabtersebut;

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

BAB II

BASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
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No. Program Faktor Penghambat Implikasi

1. Program - Kurangnya perencanaan - Formulasi Indikator
Informasi dan yang matang kinerja kunci belum
Komunikasi - Sumber daya teknis terbatas dipahami
Publik - Kurangnya keterampilan sepenuhnya

atau kapasitas - Pelayanan informasi
dan komunikasi
publik belum efektif
dan efisien

2. Program - Belum adanya sumber daya - Urusan persandian
Penyelenggaraan teknis persandian sehingga belum berjalan
Persandian Untuk urusan persandian belum optimal
Pengamanan dapat dipahami sepenuhnya - Indikator terhadap
Informasi indeks KAMIbelum

sepenuhnya
dipahami

Tabe12.2

Faktor-faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

• Realisasi keuangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 13.362.270.676,- atau

97,09% dari target Rp. 13.762.651.041,-, sedangkan sisa anggaran yang

tidak diserap sebesar Rp. 400.380.365,-.

• Kinerja programjkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

• Capaian kinerja target dan realisasi 5 (lima) Program pada Renja

Tahun 2022, yaitu meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

3. Program Aplikasi Informatika

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelasanaan Rencana Kerja dan pencapaian

Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022, dapat dijelaskan beberapa hal

sebagai beriku t :



Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada
Tabel diatas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada
Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja progranr/kegiatan/ sub
kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan menejemen pelaksanaan kegiatan baik dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan
sinergis. Proses perencanaan kegiatan yang matang merupakan kunci
keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Karena data perencanaan merupakan
dokumen untuk melakukan pengawasan, monitoringdan evaluasi, apakah
pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan target rencana atau belum,
baik dari dimensi waktu, biaya, taget kinerja maupun kaidah norma
aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing

No. Program Faktor ImplikasiPendukung Keberhasilan
1. Program Penunjang Menejemen Pelaksanaan - Indeks Kepuasan

Urusan Pemerintahan Kegiatan baik dari tahap terhadap
Daerah Kab/ Kota perencanaan, pelaksanaan, kesekretariatan

pengawasan dan evaluasi meningkat
sudah betjalan sinergis. Hal - Pelayanan
ini dapat terlihat dari kesekretariasan
penggunaan input berupa berjalan dengan
dana pada kegiatan dapat baik
dialokasikan secara efektif
dan efisien tetapi capaian
dari output sampai dengan
outcome kegiatan dapat
mencapai hasil yang
maksimal

2. Program Aplikasi Tersedianya sarana dan - Meningkatnya
Informatika prasarana yang memadai. aspek teknologi

Memilikimanajemen informasi dan
pengelolaaan kegiatan yang komunikasi
bagus. Adanya komitmen - Meningkatnya
dari pengampu kegiatan sistem

pemerintahan
berbasis elektronik

3. Program Menejemen Pelaksanaan - Pengelolaan
Penyelenggaraan Kegiatan baik dari tahap statistik sektoral
Statistik Sektoral perencanaan, pelaksanaan, berjalan optimal

pengawasan dan evaluasi - Meningkatnya
sudah berjalan sinergis. Hal layanan statistik
ini dapat terlihat dari sektoral dalam
penggunaan input berupa mewujudkan satu
dana pada kegiatan dapat data Kabupaten
dialokasikan secara efektif Cirebon
dan efisien tetapi capaian
dari output sampai dengan
outcome kegiatan dapat
mencapai hasil yang
maksimal

• Kinerja program Zkegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada

tabel berikut:

Tabe12.3 Faktor-faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
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2.2. Anall.is Klnerja Pelayanan Di.kominfo Kabupaten Cirebon.
Pada tahun 2022 capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon

sesuai dengan target yang sudah terakomodir pada RPJMD Kabupaten
Cirebon tahun 2019-2024. Selengkapnyadapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai
berikut.

penanggung jawab harus secara intensif berkomunikasi secara sinergis,

agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan Rencana Aksi atas Perjanjian

Kinerja yang telah dibuat sebelumnya. Rencana Aksi atas Perjanjian

Kinerja merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang sudah

dituangkan dalam aplikasi ESAKIP. Dokumen ini menyangkut schedul

waktu pelaksanaan, dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, baik
dari segi target kinerja kegiatan sampai dengan target realisasi keuangan.

3. Memberikan stimulan untuk meningkatkan kinerja instansi melalui
pemberian reward kepada pengampu program/kegiatanysub kegiatan
yang berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Dalam proses
pelaksanaan pekerjaan sering kali dijumpai hambatan maupun rintangan,
baik yang bersifat teknis dan non teknis. Untuk itu setiap penanggung
jawab kegiatan harus selalu berkomunikasi secara intensif kepada semua
stakeholder, agar dapat mendeteksi permasalahan lebih dini. Akhir dari
pelaksanaan pekerjaan yang kita inginkan adalah keberhasilan,
kelancaran dan capaian target kinerja yang tinggi.Untuk itu keberhasilan
semua prograrrr/kegiatan/sub kegiatan tersebut akan berimbas pada
prestasi kinerja perangkat daerah. Disamping itu secara individual bagi
pelaksana kegaiatan yang berprestasi akan mendapatkan reward/

apresiasi dari pimpinanperangkat daerah.
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Target Renstra PD Reali.ui ProyeksiSPM/ Capaian CatatanNo Indikator StaDdlU' IKK Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Anali_isNaaional
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Will'll< "'l~r~"'Ji< 12J.,:' , 0\1'<; '" (31 ¢/ "' .'ft" ,.. t41 (5) (6t •(7) .tal ';(9) II!' (lO) (Ill (12)_".
Indlkator Klnerja
Utama

1 lndeks Domain 2,57 2.67 2.77 2.87 2.57 2.00 2.77 2.87
SPBE poin poin poin poin poin poin poin poin

2 Indeks 56.63 40 45 50 31.87 76.69 45 50
Keterbukaan poin poin poin poin poin poin poin poin
Informasi Publik

3 Persentase 40 52.50 65 77.50 58.05 57.50 65 77.5
pengelolaamn dan persen persen persen persen persen persen perse perselayanan statistik
sektoral n n

4 Indeks Keamanan II level II level II level II level II level IIlevel II level II level
Informasi

5 Persentase 10 - - - 0.6 - - - Tahun

pengaduan persen persen 2021 sId

keberadaan 2024 tidak
menara digunakan
telkornunikasi

6 Indeks Kepuasan 3.55 3.57 3.59 3.61 3.558 3.572 3.59 3.61
Masyarakat poin poin poin poin poin poin poin poin

URUSAN
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
IKK Outcome

1 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100

Organisasi persen persen persen persen persen persen persen persen
Perangkat Daerah
(OPD) yang
terhubung
dengan akses
internet yang
disediakan oleh
Dinas Kominfo

2 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100

Layanan Publik persen persen persen persen persen persen pereen persen
yang
diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi

3 Persentase
~

60 65 70 75 80 100 75· 80

Masyarakat Yang persen persen persen persen persen persen persen persen
Menjadi Sasaran
Penyebaran
Informasi
Publik,Mengetahu
iKebijakan Dan
Program Prioritas
Pemerintah Dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Tabe12.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Cirebon



SPM/ Target Renstra PD Realisasi ProyeksiCapaian
Indikator Standar IKK Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Catatan

No Nasiona Thn Analisis
1 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

.(11'" ,,,. . ,.H~· .. ·","'~'f3):~~'1;',.f•. 1':(41,,;' . (5)," 11fIr,{!,)L)'ik. _ >[1')';' I:.itt'f,aI..:iIif. I",,.,, 1:J~0):;2:·~.(;tj;l.!~wld~r,,~'''j.
IKK Output

1 Persentase -v 100 100 100 100 100 100 100 100
perangkat daerah persen persen persen persen persen persen persen persen
yang terkoneksi
di Jaringan Intra
Pemerintah atau
menggunakan
akses internet
yang diamankan
yang disediakan
oleh Dinas
Kominfo

2 Pereentase -v 100 100 100 100 100 100 100 100
perangkat daerah persen persen persen persen persen per8en persen persen
yang
rnenggunekan
akses internet
yang berkualitas
yang disediakan
Dinas Kominfo

3 Tersedianya -v 1 1 1 1 1 1 1 1

sistem elektronik Jayanan Jayanan leyenan Jayanan Jayanan Jayanan layanan Iayanan

komunikasi intra
pemerintah
yang disediakan
Dinas
Kominfo (berbasis
suara, video, teks,
data dan sinyal
lainnya)

4 Persentase -v 100 100 100 100 100 100 100 100
kegiatan (event), persen
perangkat daerah

persen persen persen persen persen persen persen

dan pelayanan
publik pada
Pemerintah
Daerahyang
dimanfaatkan
secara daring
dengan
memanfaatkan
domain dan sub
domain Instansi
Penyelenggara
Negara sesuai
dengan Peraturan
Menteri Kominfo
Nomor 5 Tahun
2015 tentang
Registrasi Nama
Domain Instansi
Penyelenggara
Negara

5 Persentase -v 100 100 100 100 100 100 100 100
perangkat daerah persen persen persen persen persen persen persen persen
yang memiliki
portal dan situs
web yang sesuai
standar

6 Persentase -\} 100 100 100 100 100 100 100 100
perangkat daerah persen persen persen persen persen persen persen persen
yang
mengimplementas
ikan
layanan aplikasi
umum dan
aplikasi khusus
yang ditetapkan
sesuai dengan
ketentuan
perundangundan
gan
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SPM/ Target Ren.tra PD ReaU.a.l ProyekslCapalan
No Indikator Standar IKK Thn Thn Thn Thn Thn Thn Catatan

Naslona Thn Thn Analiala
1 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

..0.1' , 1{:al'1!~--,~\ '~lll('.'(ar~,'i, j\i;~",':'lll~!~" '14)&'{,~r;~t{Sl~' It<!'(qj'k~ I!\%..... (~I,~.. ''''Il;(a)~~l:rrl\;lHl!'}' ·;~lJLO)i'i. JI;t :t:"1.)II;", i~fJ;\~J!Ww
7 Persentase

~
100 100 100 100 100 100 100 100

layanan SPBE persen persen persen persen persen psrsen persen persen
(layanan publik
danlayanan
administrasi
pemerintahan)
yang tercantum
dalam dokumen
proses bisnis
yang telah
diimplementasika
n secara
elektronik

8 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100
layanan SPBE persen
(layanan publik

persen persen persen persen persen persen persen

danlayanan
administrasi
pemerintahan)
yang
memanfaatkan
sertifikat
elektronik

9 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100

system elektronik perssn persen persen persen persen persen persen persen
yang terdaftar
sesuai ketentuan
peraturen
perundang-
undangan

10 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100

layanan publik persen persen persen persen persen persen persen persen
danlayanan
administrasi yang
terintegrasi
dengan sistem
penghubung
layanan
pemerintah

11 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100

perangkat daerah persen persen persen persen persen persen persen persen
yang
menggunakan
layanan
pusat data
pemerintah

12 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100

perangkat daerah persen persen persen persen persen persen persen persen
yang menyimpan
data di pusat data
pemerintah

13 Persentase
~

11 12 13 15 16 17 17 18

perangkat daerah persen persen persen persen persen persen persen persen
yang
memperbaharui
datanya sesuai
siklus jenis data
(sesuai renstra
kominfo)

14 Persentase data
~

100 100 100 100 100 100 100 100

yang dapat persell persen persen persen persen persen persen persen
berbagi pakai

15 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100

perangkat daerah persen persen persen persen persen persen persell persen
yang
Mengimplementas
i inovasi yang
mendukung
smart city
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- SPMI Target Renstra PD Realisasi Proyeksi
Standar Capaian CatatanNo Indikator IKK Thn Thn Thn Thn Thn Thn ThnNaslona Thn ADalia's

1 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
[0'(l

"
_, ,'~~..!l!',:il(~l~",,~'~~,;:;;;'~'l'\\l[t(4jJll ':~(51 i' :~~~l~lll1i\lIi L'I<\1II(' ~,~w'~~(eIV Il'f~(~n\.\I~J1;101ll!l~:tl'1F~~>1,!1l,<lI~Jj;i~)\'~l$l'

16 Persentase ASN
~

100 100 100 100 100 100 100 100
pengelola TIK persen persen persen persen persen persen persen persen
yang
Tersertifikasi
kompetensi di
bawah
pengelolaan
Dinas Kominfo

17 Tersedianya
~

ada ada ada ada ada ada ada ada
peraturan daerah
atau peraturan
kepala daerah
terkait
implementasi
egovernment

18 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100
komunitas persen
masyarakat/ mitra

persen persen persen persen persen persen persen

strategis
pemerintah
daerah Kab/Kota
yang
menyebarkan
informasi dan
kebijakan
pemerintah dan
pemerintah
Kab/Kota

19 Persentase konten
~

100 100 100 100 100 100 100 100
informasi terkait persen
program dan

persen persen persen persen persen persen persen

kebijakan
pemerintah dan
pemerintah
Kab/Kota sesuai
dengan strategi
komunikasi
(STRAKOM)

20 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100
diseminasi dan persen
layanan informasi

persen persen persen persen persen persen persen

publikyang
dilaksanakan
sesuai dengan
strategi
komunikasi
(STARKOM)dan
SOP yang telah
ditetapkan
URUSAN
STATISTIK
IKKOutcome

1 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100
Organisasi
Perangkat Daerah

persen persen persen persen persen persen pel'Sen persen

(OPD)yang
menggunakan
data statistik
dalam menyusun
perencanaan
pembangunan
daerah

2 Persentase
~

100 100 100 100 100 100 100 100
perangkat daerah persen persen persen persen persen persen persen persen
yang
menggunakan
data statistik
dalam melakukan
evaluasi
pembangunan
daerah
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SPM/ Target Renstra PD Realisasi Proyeksi
Standar Capaian CatatanNo Indikator Nasiona Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Analisis

1 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

11)~ .,'" ~)IIt!;!;I11","$WI' ., ,.;'lGl '1)(' ,~ft'!,t2l(:4t';l; "')(5) it~(Ori'tr¥~,~,(7)·' Ii,. {.8rif~~l;\1inA~Hs>.I'''' rldl'<~ (ll~~;lerji2l:"IM"
IKKOutput

1 Tersedianya buku
~

ada ada ada ada ada ada ada ada
profil daerah

2 Jurnlah survey
~

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
statistik sektoral
yang dilakukan

3 Jurnlah kornpilasi
~

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
statistik sektoral
yang dilakukan

4 Jurnlah ,survey
~

lkali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
statistik sektoral
yang rnendapat
rekornendasi BPS

5 Jurnlah kornpilasi
~

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali lkali 1 kali 1 kali 1 kali
statistik sektoral
yang rnendapat
rekcmendasi dr
BPS

6 Persentase ...j n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
kelengkapan
metadata
kegiatan statiatik
sektoral

7 Persentase ...j n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
kelengkapan
rnetadata
indikator sektoral

URUSAN
PERSANDIAN
IKK Outcome

1 Tingkat
~

5 6 7 8 5 6 7 8
keamanan persen peraen persen persen persen persen persen persell
inforrnasi
pernerintah

1 Persentase
~

50 55 60 65 50 55 60 65
kegiatan strategis persell persell persell persell persell persell persen persen
yang telah
diarnankan
rnelalui kegiatan
pengarnanan
sinyal disbanding
banyaknya
jurnlah kegiatan
strategis yang
harus diamankan

2 Persentase sistern
~

50 55 60 65 50 55 60 65
elektronik yang persen persen persen persen persen persen persen peraeri
telah rnenerapkan
prinsip sistem
rnanajernen yang
telah menerapkan
prinsip-prinsip
rnanajernen
keamanan
inforrnasi (SMKI)
dan atau aplikasi
persandian
dibanding jurnlah
sis tern elektronik
yang ada pada
pernerintaJ;
daerah

3 Persentase sis tern \) 50 55 60 65 50 55 60 65
elektronik/ asset persen persen persen persell persell persen persen persen
inforrnasi yang
telah diaudit
dengan resiko
kategori rendah



SPM/ Target Renstra PD Realisasi ProyeksiCapaian
No Indikator Standar Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Catatan

Nasiona Analisis
1 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

.(m\ 1";"l\\W",*,!ill~.t:":J ~;;~ ",''''i$jl ;~i'~I(W1l~wi' f,jll\1"::C4J1i'" '\1!~,5) ::tf(p)''''1!! rZ""(1)""'~~'''''''181;~~I:;t,'I"(9)j',*, ~1'~{··n·Q)t'!,~{1I)_'@jr,~"ii.\<)lllQF~
4 Persentase titik

~
9.5 12 15 18 9.5 12 15 18

yang diamankan
dibanding dengan

persen persen persen persen persen persen persen persen

jumlah seluruh
titik pada
pemerin (PHKS)
yang diterapkan
pemerintah
daerah
berdasarkan pola
hubungan
komunikasi sandi
Indikator SDGs

I Padatahun
2030,
meningkatkan
secara signifikan
jumlah pemuda
dan orang
dewasa yang
memUiki
keterampilan
yang relevan,
termasuk
keterampllan
teknlk dan
kejuruan, untuk
pekerjaan,
pekerjaan yang
layak dan
kewirauaahaan
Global

1 Proporsi remaja 45 210 390 400 410 210 390 400

dan dewasa orang orang orang orang orang orang orang orang
dengan
keterampilan
teknologi
informasi dan
komunikasi (TIK)

II Secara signifikan
meningkatkan
akses terhadap
teknologi
informasi dan
komunikasi, dan
mengusahakan
penyediaan
akses universal
dan terjangkau
Internet di
negara-negara
kurang
berkembang
pada tahun 2020

1 Proporsi n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
penduduk yang
terlayani mobile
broadband.

2 Proporsi individu n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
yang
menguasai/ memil
iki telepon
genggam
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SPMI Target Renstra PD Realisasi Proyeksi
Standar Capaian CatatanNo Indikator Nasiona Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Analisis

1 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

.(lJ~ , '·{~l~;;"'''I\b{~~· (GJ!.~·I". If:'~: :v¥" 41'~'!:U{~l I:'ilij~'(pl.~ r;;;cc'11L ' "(~) '.~ ~~J~P~:"I'" (l qji!l!:'~iWl"'(lrl~ _'(~2)
III Menjamin akses

publik terhadap
lnformasi dan
melindungi
kebebasan
mendasar, sesuai
dengan
peraturan
nasional dan
kesepakatan
intemasional

1 Tersedianya 87 87 87 87 87 87 76 483

Badan Publik badan badan badan badan badan badan badan badan
yang publik publik publik publik publik

menjalankan publik publik publik

kewajiban
sebagaimana
diatur dalam UU
No. 14 Tahun
2008 ten tang
Keterbukaan
lnformasi Publik.

2 Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100

penyelesaian persen persen persen persen persen persen persen persen
sengketa
informasi pu blik
melalui mediasi
dan/atau
ajudikasi non
litigasi,

3 Jumlah 76 76 76 76 76 76 76 76
kepemilikan PPID PPlD PPID PPID PPID PPlD PPID PPID
sertifikat Pejabat
Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPlD) untuk
mengukur
kualitas PPlD
dalam
menjalankan
tugas dan fungsi
sebagaimana
diatur dalam
peraturan
perundang-
undangan.

4 Tingkat penetrasi n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
akses tetap
pitalebar (fixed
broadband) di
Perkotaan dan di
Perdesaan

5 Proporsi n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
penduduk
terlayani mobile
broadband
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Urusan Komunikasi dan Informatika

Terdiridari 3 IKKoutcomedan 20 IKKoutput
Capaian IKKoutcomememenuhi target yang ditetapkan
Hampir semua IKKoutput memenuhi target yang ditentukan, namun
terdapat IKKoutput yang belum dapat disajikan capaian kinerjanya
karena minimnya sumber data yang diperoleh
Sebagian besar IKK outcome/output urusan komunikasi dan
informatika belum dipahami oleh para pemangku sehingga data yang
diperolehtidak semuanya dapa dijelaskan dengan rinci.

? Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Dinas
Komunikasi dan Informatika mengampu 3 (tiga) urusan, yaitu urusan
komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian.
Dan masing-masing urusan terdiri dari beberapa indikator kinerja kunci
sebagai berikut:

SPMI Target Renstra PD Realisasi ProyeksiCa'Daian
No Indikator Standar

Thn Thn Thn Thn Thn Thn
Catatan

Nasiona Thn Thn ADalisis
1 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

t.rtl) I%'~.!' ',~ (2):\;;!%l '~ '''(3) iH<Ii"'- ~Nl (5} liiI (61' '111'""''' '(811 jSi~T. '(l()) I~"(Ill f"",:,,'¥ 1:2)
IV Pacla tahun 2020,

meniDgkatkan
dukuDgaD
pengem.bangan
kapasitas utk
Degan.
berkembang,
tennasuk Degan
kurang berkembang
&Degara
berkembang pulau
kecl1, untuk
meniDgkatkan
secara .igrdfikaD
kete:rsediaa.D data
berkuaUtas tiDggi,
tepat waktu &
clapat dipercaya,
yang terpUah
berdasarkan
penclapatan,
gender, um.ur, ras,
etnis, status
migrasi, difabUitas,
lokasi geografls &
kuakteristik
lainnya yg relevan
dgDkODteks
Dasional

1 Proporsi individu n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
yang
menggunakan
internet



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dibentuk
berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon. Sebagai
tindak lanjut dari peraturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Sebagian besar indikator SDGs belum dipahami oleh para pemangku
sehingga data yang diperoleh tidak semuanya dapat dijelaskan dengan
rinci.

- Berdasarkan data SDGs diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika
melaksanakan 4 target dan 9 indikator. Pencapaian indikator tujuan
SDGs pada tahun 2022 menunjukan terdapat indikator yang
memenuhi target yang ditentukan. Sementara beberapa indikator
lainnya belum dapat ditentukan disebabkan minimnya sumber data
yang diperoleh;

~ SDGs

- Terdiridari 1 IKKoutcomedan 4 IKKoutput
- Capaian IKKoutcomememenuhi target yang ditetapkan
- Sebagian besar IKKoutcome/output urusan persandian belum dipahami
oleh para pemangku sehinggadata yang diperolehtidak semuanya dapat
dijelaskan dengan rinci.

UrusanPersandian

Urusan Statistik

Terdiridari 2 IKKoutcomedan 7 IKKoutput
Capaian IKKoutcomememenuhi target yang ditetapkan
Hampir semua IKKoutput memenuhi target yang ditentukan, namun
terdapat IKKoutput yang belum dapat disajikan capaian kinerjanya
karena minimnya sumber data yang diperoleh.
Sebagian besar IKKoutcome/output urusan statistik belum dipahami
oleh para pemangku sehingga data yang diperoleh tidak semuanya
dapat dijelaskan dengan rinci.
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Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis

yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah

serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat

digambarkan kerangka permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat

prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam

hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara

khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran Perangkat Daerah dari unsur

pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus

ditumbuhkan.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan

data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di

semua Perangkat Daerah dan tersebar di berbagai bidang namun apabila

diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan

keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan tidak valid. Hal ini

tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan

terintegrasi.

pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung

dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang

akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis e­

Government. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya

akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan

pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi

Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan

tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan

transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa SIM

yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan

baik.

dan informasi, utamanya dalam mewujudkankomunikasipelayanan

Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok terdapat 3 (tiga) tugas pokok

yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasika yaitu

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di

bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi

dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Cirebon

yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung
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4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan
pemanfaatan persandian daerah.

3. Masihrendahnya integrasidan kualitas data statistik sektoral;

2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil
pembangunan daerah dalammendukungketerbukaan informasipub1ik;

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung
pelayananpublik;

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi
permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi
permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan
peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan
dengan komunikasi dan informatika KabupatenCirebon jangka menengah,
maka dapat ditetapkan isu strategis DiskominfoKabupatenCirebonyaitu :

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kineIja dan pelayanan karena
dampaknya yang signifikandi masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalamjangka panjang.

4

3. Belum optimalnya pola hubungan
komunikasi sandi antar perangkat
daerah

1. Belum adanya peningkatan kapasitas
pengelola persandi an dalam rangka
peningkatan Cyber Security

2. Kurangnya fasilitas saraa pendukung
keamanan informasi

1. Masih terbatasnya pengelola data sektoral
dalam mendukung terwujudnya open
government

2. Masih rendahnya akses pubik terhadap
data sektoral dalam mendukung
terwujudnya open government

1. Belum optimalnya integrasi data

2. Pemanfaatan data
sektoral belum optimal

3. Ketersediaan dan
pemanfaatan data
sektoral belum optimal

1. Kurangnya sarana dan komunikasi
publik dan diseminasi informasi dalam
rangka terwujudnya keterbukaan
informasi ublik

1. Penyediaan dan
diseminasi informasi
publik belum optimal

2. Pelayanan Informasi
dan komunikasi publik
belum optimal

1. Ketersediaan data
sektoral belum optimal

Pemenuhan variabel
pada domain tata kelola
SPBEmasih belum
optimal

Pe1ayanan
pemerintahan berbasis
elektronik belum
optimal 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang

mendukung perkembangan IT

Pengamanan informasi 1. Tingginya resiko dalam
pada perangkat daerah kerawanan keamanan
belum optimal informasi

Tabel2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan
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No Isu Strategis Tantangan Peluang

1 Belum optimalnya fasilitas - Kurangnya - Modernisasi infrastruktur
teknologi informasi dalam infrastruktur yang - Pelatihan dan
mendukung pelayanan memadai pengembangan SDM
publik - Kurangnya SDMyang - Mengurangi kesenjangan

terlatih digital
- Kompleksitas sistem - Sederhana sistem dan
- Ketergantungan pada antarmuka pengguna
vendor tertentu - Peningkatan transparansi

- Ketidaksetaraan akses dan akuntabilitas
2 Masih rendahnya - Kurangnya kesadaran - Peningkatan transparansi

diseminasi informasi masyarakat pemerintah
mengenai kebijakan dan - Keterbatasan akses - Pemanfaatn teknologi
hasil pembangunan daerah teknologi informasi
dalam mendukung - Ketidakcukupan - Partnership dengan media
keterbukaan informasi sumber daya - Meningkatkan keterlibatan
publik - Kurangnya platform masyarakat

komunikasi - Peningkatan literasi digital
- Rendahnya keteramilan - Penggunaan alat visual dan
komunikasi infografis

3 Masih rendahnya integrasi - Ketidaklengkapan data - Peningkatan kolaborasi
dan kualitas data statistik - Ketidakakuratan data antar sektor
sektoral; - Duplikasi data - Pengembangan

- Tidak terpenuhinya infrastruktur data terpadu
kebutuhan informasi - Perbaikan metodologi

pengumpulan data
- Peningkatan responsivitas

4 Kurangnya pemahaman - Pelanggaran keamanan - Peningkatan edukasi dan
serta kesadaran keamanan data pelatihan
informasi dan pemanfaatan - Penurunan integritas - Pengembangan kebijakan
persandian daerah data keamanan informasi

- Ancaman malware - Pemanfaatan teknologi
- Kerentanan sistem persandian yang lebih baik
- Tidak memadainya - Inovasi dalam pendidikan
persandian teknologi

- Kemitraan publik-privat

Tabe12.6
Peluang dan Tantangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Dari uraian diatas maka dapat dijabarkan tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Cirebon sebagai berikut :



Dukungan
Keterbukaan
Informasi
Publik

279.000.000

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola
Komisi Informasi di Daerah

Program Informasi dan Komunikasi
Publik

Kabupaten
Cirebon

1
paket

7

1.000.000.000 Dukungan
penataan
Taman PKK
Sumber

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan E-Government
di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data
Pemerintahan Daerah

Kabupaten
Cirebon

1
paket

Videotron6

Dukungan
Cirebon AMAN

420.000.000Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan E-Government
di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaterr/Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data
Pemerintahan Daerah

Kabupaten
Cirebon

1
paket

CCTV5

Dukungan
kegiatan
musrenbang

390.000.000Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan E-Government
di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data
Pemerintahan Daerah

Kabupaten
Cirebon

1
paket

Virtual
meeting

4

Dukungan
layanan
kependudukan

900.000.000Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain
yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Damian di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keglatan Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kabupaten
Cirebon

1
paket

MPLS3

Penguatan
layanan publik

250.229.000Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain
yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domian di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kabupaten
Cirebon

1
paket

Pembangunan
Backbone

350.000.000 Integrasi
aplikasi super
apps

Program Aplikasi Inforrnatika

Kegiatan Pengelolaan E-Government
di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis Pernermtahan
berbasis Elektronik

Kabupaten
Cirebon

1
paket

1 Integrasi
Aplikasi

Prioritas
No Perangkat

Daerah
Pagu Dana KeteranganProgram/Kegiatan Sub. KegiatanLokasiTarget

Penguatan
Komisi
Inforrnasi
Daerah
Kabupaten
Cirebon

2

Tabel 2.7
Rekomendasi dan Catatan Penting

dalam Perumusan Program Kegiatan Tahun 2024

Adapun rekomendasi dan catatan penting dalam perumusan program

kegiatan prioritas tahun 2024 sebagai berikut :
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Adapun hasil review terhadap Rancangan Awal RKPDdebgan hasil
analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviewterhadap Rancangan AwalRencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)adalah tahap kritis dalam proses perencanaan pembangunan suatu
daerah. Tujuan dari reviewini adalah untuk memastikan bahwa RKPDtelah
dirancang dengan baik, sesuai dengan visi dan misi daerah, serta mampu
mengatasi tantangan dan peluangyang ada.

Dari hasil pencermatan internal dan tim verivikator Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon, ada perbedaan antara jumlah anggaran dan output
sub kegiatan yang diusulkan pada rancangan awal renja dengan jumlah
anggaran dan ouput sub kegiatan pada rancangan akhir RKPDTahun 2024.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada rancangan akhir renja tahun
2024 disampaikan sebagai berikut :
a. Menindaklanjuti hasil rekomendasi yang mencakup penambahan,

pengurangan atau penyesuaian program dan kegiatan dalam rencana
kerja;

b. Memperhatikan hasil capaian kinerja dan keuangan tahun sebelumnya
agar dapat lebih efekit dan efisien dalam penggunaan anggaran dan
sumber daya lainnya;

c. Menindaklanjuti prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten
Cirebonatas dasar usulan dari BappelitbangdaKabupaten Cirebon.
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No Program/ Kegiatan/ Lokasi Volume Indikator Besaran/ CatatanSub Kegiatan Kinerja Volume
1 Penyelenggaraan Kee. Sumber 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran

Otorisasi Statistik statistik 18.600.000 data
Sektoral di Daerah selrtoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

2 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Dukupuntan statistik 16.810.000 data
Sektoral di Daerah g selrtoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

3 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Plumbon statistik 15.750.000 data
SelrtoraI di Daerah selrtoraI yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

4 Penyelenggaraan Kee. Weru 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 19.330.000 data
Selrtoral di Daerah selrtoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

5 Penyelenggaraan Kee. Plered 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 18.600.000 data
Sektoral di Daerah sektoraI yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

6 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp.17.340.000 Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Palimanan statistik data
SelrtoraI di Daerah selrtoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

Tabe12.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Cirebon

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan
manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan
(decision making) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka
pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam
melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan
yang bersifat Bottom-Up. Bottom-Up Planning adalah perencanaan yang dibuat
berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh
bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau
pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam
hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat,
swasta serta pemangku kepentingan. Berikut usulan kecamatan melalui Pagu
IndikatifKewilayahan(PIK)sebagai berikut.
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No Sub Kegiatan Lokasi Volume Indikator Volume Alasan
Kinerja

7 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp.19.330.000 Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Klangenan statistik data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN) "

8 Penye1enggaraan Kee. Depok 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 17.340.000 data
Sektoral illDaerah sektoral yang pembangunan.

dihiropun Tingkat
Keea:rnatan
(PUSDATIN)

9 Penyelenggaraan Kee. Gempol 1 paket Jumlah data Rp.19.860.000 Pemu takhiran
Otorisasi Statistik statistik data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

10 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Jamblang statistik 19.860.000 data
Sektoral illDaerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

11 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Arjawianngu statistik 17.795.000 data
Sektoral di Daerah n sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

12 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Panguragan statistik 19.330.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

13 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Susukan statistik 17.340.000 data
Sektoral illDaerah sektoral yang pembangunan

dihiropun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

14 Penyelenggaraan Kee. Gegesik 1 paket Jumlah data Rp. Pemu takhiran
Otorisasi Statistik statistik 16.280.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

15 Penyelenggaraan Kee. Kaliwedi 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 19.330.000 data
Sektoral illDaerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

16 Penyelenggaraan Kee. Talun 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 17.795.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keea:rnatan
(PUSDATIN)

17 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Kedawung statistik 19.860.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)
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No Sub Kegiatan Lokasi Volume Indikator Volume Alasan
Kinerja

18 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Gunungjati statistik 15.750.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

19 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Kapetakan statistik 19.330.000 data
Sektoral diDaerah sektoral yang pembangunan

dfuimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

20 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Tengahtani statistik 19.860.000 data
Sektoral diDaerah sektoral yang pembangunan

dfuimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

21 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Suranenggal statistik 19.330.000 data
Sektoral diDaerah a sektoral yang pembangunan

dfuimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

22 Penyelenggaraan Kee. Losari 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 18.600.000 data
Sektoral diDaerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

23 Penyelenggaraan Kec. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Pabedilan statistik 16.810.000 data
Sektoral diDaerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATINJ

24 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Babakan statistik 16.280.000 data
Sektoral diDaerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

25 Penyelenggaraan Kee.Sedong 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 18.600.000 data
Sektoral diDaerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

26 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Pangenan statistik 19.330.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dfuimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

27 Penyelenggaraan Kee. Gebang 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 16.810.000 data
Sektoral diDaerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

28 Penyelenggaraan Kee. Waled 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 17.340.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

~ _.
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No Sub Kegiatan . Lokasi Volume Indikator Volume Alasan
Kinerja

29 Penyelenggaraan Kec. Ciledug 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 18.600.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

30 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutekhiran
Otorisasi Statistik Karangsemb statistik 19.860.000 data
Sektoral di Daerah ung sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

31 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Lemahabang statistik 16.810.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dibimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

32 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Pasaleman statistik 20.490.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

33 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Pabuaran statistik 20.490.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

34 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorieaei Statistik Susukan statistik 18.810.000 data
Sektoral diDaerah Lebak sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

35 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Pemutakhiran
Otorisasi Statistik Astanajapura statistik Rp. data
Sektoral di Daerah sektoral yang 17.795.000 pembangunan

dihimpuri Tingkat
Keeamatan
(PUSDATIN)

36 Penyelenggaraan Kee. Beber 1 paket Jumlah data Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik Rp. data
Sektoral di Daerah sektoral yang 18.600.000 pembangunan

dihimpuri Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

37 Penyelenggaraan Kec. Greged 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 18.600.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dibimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)

38 Penyelenggaraan Kec. Mundu 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran
Otorisasi Statistik statistik 17.340.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
-' Kecamatan

(PUSDATIN)
39 Penyelenggaraan Kee. 1 paket Jumlah data Rp. Pemutakhiran

Otorisasi Statistik Karangwareng statistik 19.330.000 data
Sektoral di Daerah sektoral yang pembangunan

dihimpun Tingkat
Kecamatan
(PUSDATIN)



b. Hasil Pelaksanaan

Beberapa poin penting yang perlu disampaikan sebagai berikut :

• Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika maupun Perangkat Daerah lain, bertujuan untuk

mensinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing­

masing Perangkat Daerah sesuai dengan hasil musrenbang

Keeamatan serta arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Cirebon;

• Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan

reneana kerja tahun 2024 beserta usulan pagu yang menjadi

raneangan awal rene ana kerja, guna mendukung SPBE;

• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan tentang

arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2024

diantaranya kebijakan Satu data Kabupaten Cirebon dan SPBE;

• Diskominfo pada tahun 2024 mengimplementasikan program

kegiatan berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024 dan

melaksanakan indikator kinerja tahun 2020-2024;

• Diskominfo merupakan perangkat daerah yang mendukung

pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana

semua aktivitas baik dari segi perencanaan, penganggaran, atau

pun pengawasan ikut terlibat dalam mendukung konektivitas

jaringan dan pembangunan apIikasi pendukungnya;

a. Peserta

Peserta yang diundang dalam aeara pertemuan Forum Perangkat

Daerah, yaitu :

• Kepala bappeIitbangda Kabupaten Cirebon

• Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon

• Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Cirebon

• Kepala Dinas Koperasi dan UMKMKabupaten Cirebon

• Camat se-Kabupaten Cirebon

• Ketua Komisi Informasi Kabupaten Cirebon

• Kepala BPS Kabupaten Cirebon

• Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Cirebon

• RTIKKabupaten Cirebon

Sementara, berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah pada hari

Kamis, 09 Februari 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Cirebon disampaikan sebagai berikut :
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• Menindaklanjuti kegiatan prioritas, sasaran yang disertai target dan

kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Daftar Prioritas

Pembangungan Perangkat Daerah Tahun 2024;

• Usulan program dan kegiatan yang belum disepakati dalam forum

Perangkat Daerah, serta hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

agar ditindaklanjuti..
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Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024 memetakan arah
pembangunan nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo
sebagai fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika,yaitu ;

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK
berkualitas di seluruh wilayahIndonesia;

2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis,
masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya
manusia yang memilikikompetensi;dan

3.1.2 Renstra KementeriaD Komunikasi dan Informatfka RI

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis memberipengaruh yang sangat signifikanbagi penentuan isu
strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting
dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.
Sedangkan penerapan SPBEdan peran sebagai wali data sektoral yang
handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
bersih dan efektif.

berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Pada pelaksanaannya,
pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Dinas Komunikasidan
Informatika yang disebutkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomot 17
Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata KerjaDinas Komunikasidan
Informatika.

adalah "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan2019-2024
Visi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'rufAmin Tahun

3.1.1 Visi Misi Presiden daD Wakil PresideD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berhubungan dengan
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan
dan penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten
Cirebon.

BABIII

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
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1. Meningkatkan cekupan jaringen Masih rendahnya dukungan 1. Keter'batasan Allany" kesennaan
pita lebar yang cepat dan keberlanjutan program dan anggaran fungsi dan peran

terjangkau anggaran 2. Masih rendahnya

komi1lnen

pengelola sumber

daya komunikasi

dan informatika

2. Meningkatnya cakupan wi1ayab Belum dijadikan priotitas l. Keterbe tasan Kebutuban akan

yang terlayani peuyiaran digital kewenangan informasi semakin tinggi

Kabupaten

2. Belum

dilaksanakannya

tata kelola layaoan

yang efektif

3. Meningkatnya konektivitas Tidak adanya kewenangan l. Keterbatasan Kebutuhan maeyarakat

layanan pos terkait layanan pos kewenangan terhadap layanan pos,

Kebupeten komunikasi dan

2. Belurn informatika makin tinggi

dilaksanakannya

tata kelola layanan

yang efektif

4. 'I'erwujudnya konektivitas Next Belum dijadikan prioritas Belum terciptanya Kewajiban

Generation Broadband nasional instrwnen yang dapat meningkatkan

mengembangkan NGN pelayanan kepada

masvarakat
5. Meningkalnya pema.nfaatan Belum tersed.ianta etandar- l. Regu.1asi Kewajiban Perlindungan

spektruru frekueuai radio dan alat, staodar mutu Iayanan, kewenangan belum Kousumen

kualitas pengelolaan layanan dan mekanisme pengawasan terimplemeu tasika

publik bidang pes, telekomunikasi Jl

dan infonnatika 2. Keterba tasan

kapaaitaa sumber

daya

6. Meningkatnya pemanfaatan TIK Masih rendahnya dukungan Keterbatasan kapasitaa Adanya dokumen dalam

di sektor ekonomi danbisnis keberlanjutan program dan sumberdaya mengembangkan TIK eli

anggaran sector ekouomi dan

bienis

7. Terwujudnya masyarakat yang Masyarakat belum Keterbatasau kapaeites Tersedianya fasilitas

cerdas digital sepenuhnya memanfaatkau sumberdaye digital eli beberapa titik

TIK lokaai

8. Oukungan implementasi Belum dilakukan secara Keterbatasan kapasitas Adanya Perda terkait c-
digitalisasi pemerintah optimal pemanfaaten potenai sumberdaya government

bidang komunikasi dan

informatika

9. Meningkatuya kualitas Belum optintalnya 1. Keterba tasan Adanya kesamaan

pengelolaan informasi dan pengelolaan informasi dan Anggaran fungsi dan peran

komwtikasi puhlik komunikasi publik 2. Masih rendahnya

komitmen pengelola

sumberdaya

komunikasi dan

informatika

10. 'Terwujudnya tata keLola Masill rendabnya dukungan Komitmen aparatur Transparansi kinerja

pemerintaban yang baik keberlanju tao program dan

anggaran

Tabe13.1
Telaahan Sasaran Renstra

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

pengelolaandanpublikinformasi3. Memperkuat transparansi

komunikasi publik.
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Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja DiskominfoKabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024, selengkapnyadapat dilihat pada tabe13.2.

5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas
Komunikasidan InformatikaKabupaten Cirebon

1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatka
TeknologiInformasidan Komunikasi

2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat
menuju keterbukaan informasipublik

3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka
penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan daerah

4) Terwujudnyakeamanan informasidalam mendukung SistemPemerintahan
Berbasis Elektronik

berikut:
Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai

Sebagai upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi
Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu "Meninqkatkari

produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehinggamenambah

daya saing di pasar intemasional, nasional dan regional, yang didukung oleh

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah", maka telah ditetapkan
tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusanJkewenangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu Indeks SPBE
seperti yang tertuang dalam RPJMDTahun 2019-2024

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo
Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut seperti
tertuang dalam Renstra DiskominfoKabupatenCirebonyaitu: "Mewujudkantata

kelolapemerintahanyang bersih,efekiif, transparandan akuniabel".

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
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implementasidari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Cirebonyaitu
pada misi ke IV "Meninqkainua produktivitas masyarakat untuk lebih

merupakanCirebonKabupatenInformatikadanKomunikasi

1) PencapaianVisidan MisiKepalaDaerah
Pencapaian program dan kegiatan di Dinas Komunikasidan Informatika
Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati
Cirebon terpilih, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas

LEVEL

%

PERSEN

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan

Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat
daerah dalammerumuskan programdan kegiatan adalah :

kinerja Dinas
Komunikasi dan
Informatika

Cirebon

Terwujudnya
keamanan informasi
dalam mendukung
Sistem Pemerintahan

pengelolaan dan
layanan statistik
sektoral

pengetoiaan dan
layanan statistik
sektoral dalam rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan

daerah

Meniugkatnya Indeks Keterbukaan
pelayanan informasi InIormasi Publik
publik dan partisipasi
masyarakat. menuju
ketcrbukaan infbrmaei

Indeks Keamanan
Informasi (KAMI)

dengan
memanfaatka
Teknologi lnformasi
dan Komunikasi

3.3 Program dan Kegiatan

Programadalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan
kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Programjuga dapat
diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

77.506552.50

POINKelola SPBE

pemerintahan YMg
berslh, efektif,
tranepersn dan
akuntabel

Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tabe13.2



3) PengentasanKemiskinan
Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi
jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan
bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupateri/Kota sangat
serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinanbanyak
digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan
kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten
Cirebon.Demikianpula halnya dengan penanggungan kemiskinan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika. Program dan kegiatan yang
dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula

2) PencapaianSDGs
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development

Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup
serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu
generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen
global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat
mencakup 17 tujuan yaitu (1)Tanpa Kemiskinan;(2)Tanpa Kelaparan;
(3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas;
(5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi
Bersih dan Terjangkau;(8)PekerjaanLayakdan Pertumbuhan Ekonomi;
(9)Industri, Inovasidan Infrastruktur: (10)BerkurangnyaKesenjangan;
(11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan
Produksi yang BertanggungJawab; (13)Penanganan Perubahan Ik1im;
(14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian,
Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk
Mencapai Tujuan. Adapun program/kegiatan yang merupakan acuan
untuk pencapaian SDGs yaitu tarkait urusan komunikasi dan
informatika.

maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional,

nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas

aparatur pemeriniah. daerah".
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5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah perangkat daerah di

Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak

memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten

Cirebon. Potensi itu terutama terkait dengan menara telekomunikasi

yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon melalui retribusi. Selain itu,

program kegiatan yang bersentuhan dengan IT seperti promosi wisata

Cirebon merupakan wujud dalam meningkatkan potensi perekonomian

daerah. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan

sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap

4) Pencapaian NSPKdan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan

masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang

harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel,

bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala

dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya.

Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan

adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik

meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi

dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005

Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang

berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu

setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukumya sehingga dapat

dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang

ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam

menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib

menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja

sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas

Komunikasi dan informatika diarahkan untuk meningkatkan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang hams diberikan kepada

masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin

mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan

pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dengan membangun dan mengembangkan pelayanan publik

berbasis IT serta pembinaan masyarakat sebagai wujud meningkatkan

keterampilan di bidang IT.
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c. Total kebutuhan danajpagu indikatof yang dirinci menurut sumber
pendanaan
Kebutuhan danajpagu indikatif hanya bersumber dari APBD
Kabupaten Cirebon.

b. Sifat penyebaran lokasi programdan kegiatan
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di
Dinas Komunikasi dan informatika sifat penyebarannya di seluruh
wilayahKabupaten Cirebondan melingkupiDesajKelurahan.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Program dan Kegiatan
a. Jumlah programdan jumlah kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas
Komunikasidan InformatikaTahun 2024 adalah 5 program dengan
11kegiatan dan 34 sub kegiatan.

kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan

dikembangkan di Kabupaten Cirebon melalui penyusunan berbagai

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.
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4.2 Prioritas Perangkat Daerah
Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas

DiskominfoKabupaten Cirebon Tahun 2024, adalah sebagaimana pada tabel
berikut:

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kabupaten
Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas

Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tertuang
dalam RKPDKabupaten CirebonTahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok
dan fungsi DiskominfoKabupaten Cirebonyaitu merumuskan, mengoordinasikan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang
persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah, Diskominfo Kabupaten Cirebon secara langsung
mendukung Prioritas Kabupaten dalam kaitan pencapaian Program Prioritas
Kabupaten dimaksud, Diskominfomemiliki programjkegiatan strategis sesuai
. dengan perubahan RPJMD2019-2024 sebagai berikut:

1. Penguatan LayananPublik
2. Dukungan CirebonArnan
3. Dukungan Virtual MeetingMusrenbang
4. IntegrasiAplikasiSuper Apps
5. Dukungan layanan kependudukan
6. Dukungan penataan taman PKKSumber
7. Keterbukaan InformasiPublik

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub
kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya
capaian Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon untuk mendukung
prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk
pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah daerah.

BABIV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH
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4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalammendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2024 dan rumusan rencana
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan
sasaran Diskominfo Kabupaten Cirebon tahun 2024, rencana kerja dan
pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsiDiskominfoKabupaten Cirebon,sebagai berikut:

1. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasidan
Informatika;

2. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang
statistik dan bidang persandian;

3. pengelolaaninformasidan komunikasi publik;
4. pengelolaanaplikasi informatika;
5. pengelolaan statistik sektoral;
6. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. pengevaluasiandan pelaporan pelaksanaan kegiatanDinasKomunikasidan

Informatika;dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan

tugas dan fungsinya.
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5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2024, maka diperlukan kaidah­

kaidah pelaksanaan supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan

sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah

pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan Renja Dinas Komunikasi dan informatika ini

seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja terse but dengan

sebaik-baiknya;

b. Renja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon haruslah

berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas

pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan

yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

c. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA)program kegiatan yang akan dilaksanakan

pada Tahun 2024;

d. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

5.1 Catatan Penting

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Cirebon disusun sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan

penjabaran dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang

tertuang dalam Renstra yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, transparan dan akuntabel."

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang

komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

BABV
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5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasamya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
maka diperlukan instrumen pengendalianyang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasikinerja pelaksanaan programkegiatan.

Dalamtata cara pengendaliantersebut dapat terlihat programkegiatanyang
telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan
dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen
pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan
programdan kegiatanyang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan
dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera
diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan korektif sebelum
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.Rencana KerjaDinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawabterhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen,konsistensi,
disiplin,kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangkukepentingandi
Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan untuk
tercapainya sasaran PerangkatDaerah tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2024 ini merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2019 - 2024 yang tidak dapat
dipisahkan satu sarna lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan
disusun atas dasar visi,misi, tujuan, sasaran serta kebijakan - kebijakan
strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasikegiatan di lapangan yang
diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan
tugas dari Aparatur Dinas Komunikasi,InformatikaKabupaten Cirebonmaupun
seluruh Stakeholder sektor Perencanan pembangunan.



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Diundangkan di Sumber

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon, dengan

berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk

melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024.


